Perlindungan Sosial pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
ANDI FARDIAN, Prof. Dr-Phil. Janianton Damanik, M.Si

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. (2020). Pendampingan Mental Korban Trafficking di Balai Rehabilitasi
Sosial Watunas “Mulya Jaya” Pasar Rebo Jakarta Timur. Jakarta: UIN
Syarif Hidayatullah

Absor, M. U. (2018). Human Trafficking and the Challenges for Social
Development in Indonesia. Jurnal Pemikiran Sosiologi (5), 37-50

Aron, L. Y., Janine M. Z., Lisa C. N. (2006). Comprehensive Services for Survivors
of Human Trafficking: Findings from Clients in Three Communities.
Washington DC: Urban Institute

Bappenas. (2014). Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke
Depan. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Barrientos, A., and Shepherd, A. (2003). Chronic Poverty and Social Protection.
CPRC Conference on Chronic Poverty, University of Manchester

Brahmanda, K.A.C. (2016). Perlindungan Hulum Terhadap Korban Perdagangan
Orang (Human Trafficking). Denpasar: Fakultas Hukum Universitas
Udayana

BNP2TKI. (2019). Data on the Placement and Protection of IMWs 2018. Jakarta:
Center for Research, Development, and Information BNP2TKI

Chandrawaty, Y. (2020). Penegakan hukum dan tanggung jawab negara terhadap
Perempuan korban human trafficking sebagai wujud perlindungan hak asasi
manusia. Jurnal Legislasi Indonesia (17), 459-476

Conway, T., Andy N., Mick Foster. (2002). Social Protection: Defining the Field
of Action and Policy. Development Policy Review (20) 5, 541-567

Daniel, E., Nandang, M., Budhi, W. (2017). Human Trafficking Di Nusa Tenggara
Timur. 118share: Social Work Journal (7), 1-129

Fardian, A., Gerralda, P. (2020). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Indonesia dalam Menangani Kasus
Human Trafficking. Jurnal Widya Pranata Hukum (2) 1 Februari 2020, 45-
66

Farhan. (2010). Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika

Flora, H., Maidin, G. (2021). Legal Protection Against Girl Victims of Trafficking
for Prostitution. International Journal of Business, Economics and Law
(24), 44-49

110



Perlindungan Sosial pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
ANDI FARDIAN, Prof. Dr-Phil. Janianton Damanik, M.Si

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

IOM Indonesia, KPPA, dan KKPMK. (2019). Panduan Mekanisme Pelayanan
saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.
Jakarta: IOM Indonesia

Jogiyanto, H. (2004). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan
Pengalaman-Pengalaman. Yogyakarta. BPFE

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2016). Laporan Tahunan
Perdagangan Orang Tahun 2015. Jakarta: Kedutaan Besar dan Konsulat
AS di Indonesia

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2019). Laporan Tahunan
Perdagangan Orang Tahun 2018. Jakarta: Kedutaan Besar dan Konsulat
AS di Indonesia

Kemensos. (2019). Modul Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Korban TPPO. Jakarta: Dirjen Rehabilitasi Sosial

Kementerian Keuangan. (2022). Portal Data APBN Kementerian Keuangan
Republik Indonesia.

KPPA. (2015). Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rl

KPPA. (2018). Laporan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

KPPA, IOM Indonesia, KKPMK. (2019). Petunjuk Teknis Operasional Gugus
Tugas Pencegahan & Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Jakarta: IOM Indonesia

Mansur, D. M., Elisatris, G. (2007). Urgensi Perlindungan Korban. Kejahatan
Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Marpaung, L. (2010). Asas Teori Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya

Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan
Penerbit. Universitas Diponegoro

Novianti. (2014). Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human
Traffikking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara. Jurnal llmu Hukum
(1), 50-66

111



Perlindungan Sosial pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
ANDI FARDIAN, Prof. Dr-Phil. Janianton Damanik, M.Si

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Nurhenny. (2010). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana
dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika

Pane, E. (2016). Upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan Orang
melalui sistem peradilan pidana. Publikasi Ilmiah, Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung

Putri, H.A.A. (2017). Optimalisasi Regulasi dalam Rangka Pencegahan Trafficking
di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin limu. Universitas
Proklamasi 45 Yogyakarta

Rahmanto. (2005). Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran
Narkotika. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Rustanto, B. (2014). Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: STKS
Press

Rusyidim, B., Binahayati, E.N., Lenny, M. (2017). Kebijaka Perlindungan Sosial
dan Pencegahan Retrafficking bagi Anak di Provinsi Jawa Barat. Prosiding
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4 (1), 140

RPTC. (2017). Case Record Korban TPPO Indoensia. Jakarta: Rumah
Perlindungan Trauma Centre

Sapardjaja, K.E. (2002). Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana
Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam
Yurisprudensi. Bandung:Alumni

Suharto, E. (2006). Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan dan
Kurang Beruntung. Disampaikan pada Seminar “Perlindungan Sosial bagi
Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung: Analisis Kebijakan Perspektif
Ketahanan Sosial Masyarakat”, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial
Masyarakat, Badan Pelatihan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Depsos
RI, Jakarta 2 Oktober 2006

Shelley, L. (2010). Human Trafficking: A Global Perspective. New York:
Cambridge University Press

Sukardi. (2010). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sullivan, B. (2010). Trafficking in human beings. Gender Matters in Global
Politics: A feminist introduction to international relations. Edited by Laura
J. Shepherd. Abingdon, Oxen, U.K.: Routledge

Supriyanto, R.W. (2014). Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah
Kedepan. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat
KementerianPPN/Bappenas

112



Perlindungan Sosial pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
ANDI FARDIAN, Prof. Dr-Phil. Janianton Damanik, M.Si

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Surtees, R., Zulbahary. (2018). Melihat yang Tak Tampak: Hambatan dan Peluang
dalam Identifikasi Korban Perdagangan Orang di Indonesia. Washington,
D.C.: NEXUS Institute

Surtees, R., Suarni, D., Laura S. J., Maria, A. (2018). Identification and Referral of
Trafficking Victims in Indonesia: Guideline for Frontline Responders and
Multi-Disciplinary Teams at the Village Level. Washington, D.C: NEXUS
Institute

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Alfabeta

Syamsuddin. (2020). Bentuk-bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah
Psikososial. Sosio Informa (6); 56

Takariawan, A., Putri, S.A. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Korban Human
Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM (25), 84

Tomita, M., Sion, H., Adina, S. (2017). Social Protection of the Human Trafficking
Victims from Romania. Agora: Psycho-Pragmatic Semestrial Journal (42),
173-181

United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC). (2012). World Drugs Report
2012. New York:United Nation Publication Sales

Widiastuti, T. W. (2010). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Trafficking). Wacana Hukum (9), 107-120

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Prosedur Standar
Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang) .

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindugan Saksi dan Korban.

113



